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Perbandingan regulasi di Indonesia dan Korea Selatan mampu

mengatasi risiko penyalahgunaan data pada sektor
pendidikan digital. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara kritis kekuatan dan kelemahan
hukum perlindungan data pribadi dalam platform
edutech di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan
lainnya adalah membandingkan struktur hukum,
lembaga pengawas, serta implementasi praktis dari
regulasi yang berlaku di kedua negara. Metode yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
teknik studi dokumen, wawancara semi-terstruktur,
serta studi kasus terhadap platform edutech di
masing-masing negara. Analisis dilakukan secara
tematik dan komparatif dengan menggunakan
kerangka teori regulatory gap dan responsive
regulation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Korea Selatan memiliki regulasi dan sistem
pengawasan yang jauh lebih matang dan terintegrasi
dibandingkan  Indonesia.  Tingkat  kepatuhan
platform, sistem audit data, dan kecepatan
penanganan pelanggaran di Korea Selatan jauh
lebih tinggi. Indonesia masih menghadapi tantangan
kelembagaan,  teknis, dan  budaya  dalam
mengimplementasikan UU PDP. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi
dalam edutech memerlukan sistem hukum yang
responsif, lembaga pengawasan yang kuat, serta
strategi adaptasi teknologi yang kontekstual dan
berbasis nilai.

ISSN : 2828-5271 (online)



59
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.4, Juni 2025

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pendidikan telah mengalami lonjakan tajam,
khususnya sejak pandemi COVID-19. Platform edutech menjadi medium utama dalam proses
pembelajaran daring yang melibatkan pertukaran data pribadi pengguna secara masif. Data
seperti nama, alamat surel, lokasi, hingga riwayat aktivitas pembelajaran menjadi bagian yang
rutin dikumpulkan dan disimpan oleh penyedia platform (Kusuma & Rosando, 2022; Wiguna,
2021). Fenomena ini memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi perlindungan data yang
efektif dan kontekstual (Hamidah & Dewantara, 2021; Palangkey et al., 2021). Keamanan data
pribadi tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi hak fundamental pengguna digital.

Platform edutech mengandalkan pengumpulan data sebagai bagian dari sistem personalisasi
pembelajaran dan pengukuran efektivitas layanan. Praktik ini kerap menimbulkan kekhawatiran
atas potensi penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, serta kerentanan kebocoran informasi
(Azrianda et al., 2021; Ningsih, 2021). Pengguna, khususnya peserta didik, berada dalam posisi
rentan karena tidak selalu memahami bagaimana datanya digunakan. Transparansi dan
akuntabilitas menjadi isu penting yang belum sepenuhnya terjawab oleh sebagian besar penyedia
layanan edutech, baik di tingkat lokal maupun global.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi sebagai langkah awal menghadapi tantangan era digital (Berlianty & Hetharie, 2020;
Tektona et al., 2020). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menjamin hak privasi warga
negara terhadap penggunaan teknologi digital, termasuk sektor pendidikan. Implementasinya
masih dalam tahap adaptasi di berbagai institusi, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia
platform edutech lokal. Penegakan hukum yang lemah serta kurangnya literasi digital di kalangan
pengguna menjadi kendala utama efektivitas regulasi ini.

Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem perlindungan data pribadi
yang ketat dan matang, terutama sejak diberlakukannya Personal Information Protection Act
(PIPA). Regulasi ini telah diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan digital,
dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan teknologi enkripsi tingkat tinggi (Salsabila &
Latipulhayat, 2021; Sinaga & Claudia, 2021). Negara ini juga menempatkan perlindungan anak
dan remaja sebagai prioritas utama dalam penggunaan layanan daring, termasuk edutech. Model
regulasi Korea Selatan sering kali dijadikan rujukan internasional dalam hal tata kelola data
digital yang transparan dan bertanggung jawab.

Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting untuk memahami
bagaimana pendekatan hukum dan kebijakan dalam melindungi data pribadi bisa berbeda secara
struktural, budaya, maupun teknis (Pak, 2021; Pakpahan et al., 2021). Studi ini memberikan
ruang refleksi terhadap kesiapan regulasi nasional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan
platform edutech. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pendidikan bukan hanya
urusan teknis legal, tetapi juga bagian dari keadilan sosial dalam menjamin hak-hak digital warga
negara. Pemahaman lintas negara memungkinkan identifikasi kelemahan dan peluang untuk
perbaikan regulasi di tingkat domestik.

Teori Governance of Technology dari Kitchin dan Dodge menekankan bahwa teknologi
tidak netral, melainkan diproduksi dan dijalankan dalam kerangka kekuasaan, hukum, dan
budaya yang spesifik (El Rahman, 2021; Yuwono, 2020). Dalam konteks edutech, perlindungan
data pribadi tidak hanya tentang sistem keamanan digital, tetapi juga soal bagaimana negara dan
lembaga mendesain struktur hukum yang mengatur penggunaan data. Teori ini relevan untuk
menganalisis hubungan antara regulasi dan praktik teknologi di dua negara yang memiliki

ISSN : 2828-5271 (online)



60

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol.4, No.4, Juni 2025

I ———
pendekatan berbeda terhadap hak privasi digital dalam sektor pendidikan.

Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum perlindungan data pribadi di sektor edutech belum
banyak ditelaah secara kritis, terutama dari perspektif perbandingan lintas negara. Indonesia
sebagai negara yang baru merumuskan regulasi formal, masih berada dalam tahap awal
penguatan infrastruktur hukum dan teknis (Pangesti et al., 2021; Syamsi & Qomaro, 2020).
Kajian yang mengkaji efektivitas implementasi UU PDP di ranah pendidikan digital masih sangat
terbatas, padahal sektor ini menjadi pengguna aktif data pribadi peserta didik.

Tidak banyak studi yang membedah secara mendalam bagaimana platform edutech
domestik dan asing beroperasi di Indonesia dalam kerangka hukum yang berlaku. Aspek
penegakan, pengawasan, serta pemahaman para pengelola platform terhadap tanggung jawab
hukum atas data pengguna belum terungkap secara sistematis (Ramadhani, 2021; Wijaya, 2021).
Perbandingan dengan negara yang sudah mapan secara regulasi, seperti Korea Selatan, belum
banyak dilakukan dalam konteks edutech yang spesifik dan menyasar praktik aktual di lapangan.

Minimnya dokumentasi kasus pelanggaran data dalam edutech di Indonesia juga
menunjukkan adanya kekosongan informasi yang perlu diisi. Tidak ada basis data publik yang
secara terbuka mengulas tren pelanggaran, sanksi, atau bentuk pemulihan hukum yang diberikan
kepada korban penyalahgunaan data edutech. Situasi ini menciptakan celah yang membatasi
pemahaman akademik maupun kebijakan terhadap urgensi perlindungan data di sektor
pendidikan digital.

Kurangnya keterlibatan pengguna, baik pendidik maupun peserta didik, dalam wacana
hukum perlindungan data membuat literasi hukum digital tetap rendah (Putri & Dalimunthe, 2021;
Syafira, 2021). Tidak diketahui secara pasti seberapa jauh pengguna memahami hak-haknya
dalam konteks perlindungan data digital. Penelitian yang menghubungkan kesadaran hukum
pengguna dengan efektivitas perlindungan hukum edutech masih sangat jarang, padahal aspek ini
esensial untuk menciptakan sistem yang partisipatif dan adil.

Teori Regulatory Gap dari Colin Scott menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara
kemajuan teknologi dan kecepatan respons regulasi. Dalam konteks ini, platform edutech
berkembang dengan cepat melampaui cakupan hukum yang ada, menciptakan celah dalam
perlindungan data pribadi (Fauzi & Pratama, 2022; Filzah, 2021). Teori ini menegaskan
pentingnya identifikasi titik-titik kekosongan regulatif sebagai dasar untuk mengembangkan
pendekatan hukum yang adaptif dan progresif dalam menghadapi risiko digital baru.

Kebutuhan untuk mengisi celah penelitian tersebut menjadi mendesak seiring dengan
masifnya penggunaan edutech pascapandemi dan lemahnya perlindungan hukum yang memadai.
Studi ini bertujuan untuk mengkritisi secara mendalam kesenjangan regulasi data pribadi pada
sektor edutech di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik hukum di Korea Selatan
(Hamidah & Dewantara, 2021; Palangkey et al., 2021). Perbandingan ini diharapkan dapat
menemukan titik lemah, praktik terbaik, serta rekomendasi strategis untuk penguatan sistem
hukum di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah membangun pemahaman konseptual dan praktis
mengenai bagaimana hukum dapat mengimbangi kecepatan inovasi edutech tanpa mengorbankan
hak privasi pengguna (“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui
Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” 2021; Sulistyowati et al., 2021). Fokus diarahkan pada
analisis elemen hukum substantif, struktur pengawasan, serta efektivitas implementasi regulasi di
kedua negara. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih kuat dan berbasis bukti.

Teori Responsive Regulation oleh Ayres dan Braithwaite memberikan landasan bahwa
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regulasi yang efektif harus mampu merespons dinamika sosial dan teknologi dengan fleksibel,
bukan bersifat statis atau koersif semata (Bakung & Muhtar, 2020; Pak, 2021). Dalam konteks
edutech, pendekatan ini memungkinkan desain hukum yang mampu menyeimbangkan inovasi
teknologi dan perlindungan hak asasi digital (“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur
Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” 2021; Sulistyowati et al., 2021).
Pendekatan teoritis ini menegaskan bahwa penguatan hukum perlindungan data di edutech
memerlukan strategi multi-level: edukatif, insentif, dan sanksi yang proporsional.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif-kritis dengan pendekatan
studi perbandingan hukum (comparative legal study). Pendekatan ini memungkinkan peneliti
menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perlindungan data pribadi di
Indonesia dan Korea Selatan secara mendalam (Pak, 2021; Pakpahan et al., 2021). Penelitian
bersifat normatif-empiris, di mana analisis terhadap norma hukum dikombinasikan dengan data
empirik dari praktik implementasi pada platform edutech. Penekanan utama terletak pada aspek
substansi hukum, kelembagaan pengawas, dan efektivitas regulasi dalam melindungi data pribadi
pengguna.

Populasi penelitian terdiri dari dua kategori (‘“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak
(Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” 2021; Setyawan,
2021): regulasi nasional terkait perlindungan data pribadi dan aktor yang terlibat dalam
pengelolaan platform edutech di kedua negara. Sampel dokumen hukum meliputi UU PDP
Indonesia dan PIPA Korea Selatan beserta aturan turunannya. Informan dipilih secara purposif
dari kalangan akademisi hukum, pengelola platform edutech, serta pejabat otoritas perlindungan
data di kedua negara. Jumlah informan sebanyak 12 orang, terdiri atas 6 dari Indonesia dan 6 dari
Korea Selatan yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi perlindungan data
edutech.

Instrumen utama dalam pengumpulan data meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur,
studi dokumen, dan form observasi terhadap platform edutech yang digunakan di lingkungan
Pendidikan (Bakung & Muhtar, 2020; Dewi et al., 2021). Pedoman wawancara dirancang untuk
menggali perspektif kritis tentang efektivitas hukum yang berlaku, serta kendala implementasi di
masing-masing negara. Studi dokumen mencakup analisis konten terhadap regulasi, laporan
lembaga pengawas, serta kebijakan internal platform edutech.

Prosedur penelitian diawali dengan studi literatur untuk merumuskan kerangka teori dan
peta regulasi di kedua negara (Daud & Syarif, 2021; Kalam Daud & Akbar, 2020). Pengumpulan
data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, wawancara daring lintas negara, serta observasi
terhadap kebijakan privasi dan praktik pemrosesan data di dua platform edutech besar dari
masing-masing negara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan teknik analisis isi
(content analysis) terhadap regulasi, serta triangulasi hasil wawancara untuk memastikan validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data pada Tabel Komparasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan
Korea Selatan serta Tabel Fitur Keamanan Platform Edutech diperoleh melalui studi dokumen
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, yakni Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan Personal
Information Protection Act (PIPA) di Korea Selatan, termasuk dokumen turunan dan kebijakan
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teknis masing-masing otoritas pengawas. Data tambahan mengenai fitur keamanan dan kebijakan
privasi platform edutech dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap laman resmi dua
platform pembelajaran digital yang populer di masing-masing negara, serta melalui wawancara
semi-terstruktur dengan pengelola sistem dan staf keamanan data pada platform tersebut. Validasi
data dilakukan dengan membandingkan informasi kebijakan internal dengan laporan tahunan
lembaga pengawas dan publikasi dari situs resmi otoritas perlindungan data di Indonesia dan
Korea Selatan.
Tabel 1. Komparasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Korea Selatan

Aspek Regulasi Indonesia (UU PDP | Korea Selatan (PIPA)
2022)

Tahun Berlaku 2022 2011 (revisi terakhir 2020)

Lembaga Pengawas Otoritas Perlindungan | Personal Information Protection
Data Commission (PIPC)

Denda Maksimal Rp 6 miliar KRW 500 juta (~Rp 5,7 miliar)

Kewajiban Pelaporan | Ada (maks. 72 jam) Ada (segera setelah kejadian)

Kebocoran

Perlindungan Data Anak Umum, tidak spesifik | Spesifik (di bawah usia 14)

Tabel 2. Fitur Keamanan Platform Edutech

Fitur Keamanan Platform A (Indonesia) | Platform B (Korea Selatan)
Enkripsi Data Tidak konsisten Standar end-to-end

Audit Privasi Berkala Belum diterapkan Dijalankan 2x setahun

Opsi Hapus Akun Ada Ada

Verifikasi Pengguna Anak | Tidak ada Diperlukan persetujuan orang tua

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Platform terhadap Regulasi

Negara Tingkat Kepatuhan Platform (%) | Jumlah Kasus Pelanggaran (2020-2023)
Indonesia 58% 27 kasus
Korea Selatan | 89% 9 kasus

Regulasi perlindungan data pribadi di Korea Selatan jauh lebih matang dan terstruktur
dibandingkan Indonesia. Lembaga pengawas di Korea memiliki kewenangan kuat serta
mekanisme pengawasan mandiri yang ketat. Kejelasan dalam penanganan data anak, batas waktu
pelaporan kebocoran, dan struktur denda menjadikan PIPA lebih operasional dalam
mengendalikan penyalahgunaan data di sektor pendidikan. Fitur keamanan yang dimiliki oleh
platform edutech di Korea Selatan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar
internasional. Audit internal dilakukan secara berkala dan sistem enkripsi digunakan secara
konsisten. Platform dari Indonesia masih menunjukkan kelemahan dalam integrasi sistem
perlindungan data, terutama pada aspek otorisasi pengguna anak dan transparansi proses
pengumpulan data.

Tingkat kepatuhan yang tinggi di Korea Selatan menunjukkan bahwa regulasi yang kuat
dan pengawasan ketat berdampak langsung pada penurunan angka pelanggaran. Indonesia masih
menghadapi tantangan besar dalam membangun kesadaran hukum serta kemampuan teknis
penyedia platform untuk menerapkan regulasi. Kesenjangan ini menciptakan risiko bagi
perlindungan hak digital pengguna edutech. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia
masih dalam tahap penguatan pasca-pengesahan UU No. 27 Tahun 2022. Implementasi teknis

ISSN : 2828-5271 (online)




63

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol.4, No.4, Juni 2025

I ———

masih menjadi masalah karena kurangnya panduan turunan, kesiapan lembaga pendidikan, dan

pemahaman penyedia platform. Sebagian besar platform lokal belum memiliki divisi khusus
perlindungan data yang kompeten.

Pemerintah Korea Selatan melalui PIPC telah membangun ekosistem hukum yang progresif
dan berorientasi pada perlindungan anak dan remaja. Implementasi dilakukan secara kolaboratif
dengan penyedia platform, sekolah, dan lembaga masyarakat. Penggunaan teknologi pengawasan
dan sertifikasi keamanan menjadi hal umum dalam proses akreditasi platform. Kedua negara
menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam integrasi hukum dan praktik perlindungan data
pribadi dalam edutech. Indonesia masih menekankan aspek hukum normatif, sedangkan Korea
Selatan sudah mencapai tingkat eksekusi regulasi yang konkret dan terukur. Realitas ini
menunjukkan pentingnya kecepatan penerjemahan hukum ke dalam praktik digital.

Penguatan perlindungan data di sektor edutech memerlukan lebih dari sekadar produk
hukum, tetapi juga kesiapan ekosistem digital yang mendukung. Indonesia belum memiliki
standar keamanan nasional untuk platform edutech yang sesuai dengan UU PDP. Akibatnya,
penyedia layanan bebas menafsirkan sendiri ketentuan hukum, yang berisiko terhadap
pelanggaran privasi. Perbedaan sistem hukum juga memengaruhi cara regulasi ditegakkan.
Sistem di Korea Selatan mengutamakan pencegahan dan transparansi, sementara di Indonesia
penegakan hukum masih bersifat reaktif. Ketidakjelasan sanksi administratif dan lemahnya
pengawasan menghambat efektivitas hukum yang sudah ditetapkan di atas kertas.

Rendahnya kapasitas kelembagaan di Indonesia membuat peran perlindungan data
seringkali tidak dijalankan oleh entitas yang kompeten. Banyak platform masih mengandalkan
staf umum tanpa latar belakang keamanan data. Di Korea Selatan, posisi data protection officer
(DPO) menjadi posisi wajib dengan pelatihan sertifikasi resmi dari pemerintah. Tingkat
kepatuhan platform edutech berbanding lurus dengan kekuatan dan kejelasan regulasi yang
berlaku di negara tersebut. Regulasi yang dilengkapi dengan pengawasan aktif dan penalti jelas
mendorong penyedia platform untuk mematuhi standar perlindungan data. Korea Selatan berhasil
menciptakan harmoni antara aturan hukum, teknologi keamanan, dan pengawasan.

Kehadiran audit berkala, sertifikasi sistem, dan kewajiban pelaporan insiden memberikan
tekanan positif bagi platform di Korea Selatan. Platform tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga
proaktif dalam melakukan pembaruan sistem dan melatih staf. Indonesia belum menunjukkan
tren ini secara merata karena masih dalam fase penyesuaian. Ketimpangan dalam teknologi dan
penegakan hukum menyebabkan munculnya jurang perlindungan data antara Indonesia dan
Korea Selatan. Hubungan antara lemahnya teknologi keamanan dan pelanggaran data menjadi
pola yang berulang di Indonesia. Relasi ini menunjukkan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh
pada aspek regulasi dan kelembagaan, target perlindungan data tidak akan tercapai.

Studi kasus pertama berasal dari Indonesia, di mana sebuah platform edutech nasional
mengalami kebocoran data siswa secara masif pada akhir 2022. Informasi berupa nama lengkap,
alamat, dan nilai akademik tersebar di forum daring tanpa tindak lanjut hukum yang jelas.
Laporan kepada otoritas terkait tidak mendapat tanggapan hingga berbulan-bulan.

Kasus kedua berasal dari Korea Selatan, di mana pelanggaran privasi terjadi pada platform
pendidikan daring swasta yang tidak mendapatkan sertifikasi keamanan dari PIPC. Investigasi
dilakukan dalam waktu kurang dari seminggu, dan perusahaan dikenakan denda serta diwajibkan
mengumumkan pelanggaran kepada publik secara terbuka. Proses hukum berjalan cepat dan
transparan. Dua studi kasus ini menggambarkan kontras yang tajam antara sistem responsif dan
sistem yang belum siap secara struktural. Tingkat urgensi dan ketegasan penegakan hukum
sangat berbeda, meskipun pelanggaran yang terjadi memiliki skala dan jenis yang serupa. Situasi
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ini menegaskan bahwa kekuatan regulasi tidak hanya diukur dari teks hukum, tetapi dari praktik

penegakannya. Kasus di Indonesia menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pelaporan

dan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi. Tidak adanya mekanisme tanggap darurat

serta ketidakjelasan yurisdiksi antar lembaga menjadi hambatan serius. Pengguna tidak tahu

harus melapor ke mana, dan penyedia platform tidak mendapat insentif untuk memperbaiki
sistemnya.

Kasus di Korea Selatan memperlihatkan bagaimana sistem perlindungan data bekerja
secara menyeluruh dan berlapis. PIPC memiliki otoritas tidak hanya untuk menyelidiki, tetapi
juga memberikan sanksi dan menyampaikan hasil kepada publik. Model seperti ini membangun
kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional. Pola penanganan pelanggaran
menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa sistem manajemen insiden yang terstruktur.
Negara dengan tata kelola yang matang akan menjadikan pelanggaran sebagai momen perbaikan,
bukan sekadar krisis yang ditutupi. Penanganan cepat dan terbuka menciptakan efek jera
sekaligus mendorong perbaikan sistem.

Studi kasus yang dianalisis memperkuat data sekunder bahwa kekuatan sistem regulasi
berkorelasi erat dengan kualitas respons terhadap pelanggaran. Regulasi yang hidup bukan hanya
yang diundangkan, tetapi yang dijalankan secara efektif. Korea Selatan telah menunjukkan bahwa
peran regulator tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan represif. Pola perbandingan
menunjukkan bahwa regulasi yang dibarengi dengan lembaga pengawasan yang kuat dan sistem
evaluasi berkala menghasilkan lingkungan digital yang lebih aman. Indonesia masih harus
membangun kapasitas kelembagaan yang mampu menjalankan UU PDP secara komprehensif.
Relasi antara aturan dan struktur menjadi penentu utama efektivitas hukum perlindungan data.

Hasil temuan memperjelas bahwa perlindungan data pribadi di sektor edutech bukan hanya
soal teknologi, tetapi integrasi hukum, kelembagaan, dan budaya kepatuhan. Tanpa sinergi
ketiganya, ketimpangan antara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin lebar. Studi ini
menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh yang bersifat sistemik dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi dalam sektor edutech
di Indonesia masih belum matang baik secara regulasi maupun pelaksanaan. UU PDP yang baru
disahkan belum memiliki perangkat pelaksana yang kuat dan lembaga pengawasan belum
memiliki otoritas dan sumber daya yang optimal. Sebagian besar platform edutech di Indonesia
belum mematuhi standar perlindungan data secara menyeluruh, terutama pada aspek audit,
enkripsi, dan perlindungan pengguna anak.
Sistem Hukum Perlindungan Data di Korea Selatan: Efektif dan Terintegrasi

Korea Selatan telah menciptakan kerangka hukum yang tangguh untuk perlindungan data
melalui PIPA beserta lembaga PIPC. Aturan ini mengatur elemen teknis sekaligus memastikan
adanya transparansi dan keterlibatan publik. Penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan
terukur lewat audit dan penerapan sanksi. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan terjadinya sedikit
pelanggaran menjadi indikasi efektivitas sistem yang ada. PIPA tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga berfungsi secara praktis dalam implementasinya. Keterlibatan masyarakat semakin
memperkuat pengawasan serta akuntabilitas. Sistem pelaporan insiden yang terintegrasi
mempercepat respons dalam hal hukum. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai contoh yang
berhasil dalam perlindungan data digital.
Ketimpangan Respons Kasus Pelanggaran Data: Indonesia vs Korea Selatan
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Korea Selatan telah menciptakan kerangka hukum yang tangguh untuk perlindungan data
melalui PIPA beserta lembaga PIPC. Aturan ini mengatur elemen teknis sekaligus memastikan
adanya transparansi dan keterlibatan publik. Penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan
terukur lewat audit dan penerapan sanksi. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan terjadinya sedikit
pelanggaran menjadi indikasi efektivitas sistem yang ada. PIPA tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga berfungsi secara praktis dalam implementasinya. Keterlibatan masyarakat semakin
memperkuat pengawasan serta akuntabilitas. Sistem pelaporan insiden yang terintegrasi
mempercepat respons dalam hal hukum. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai contoh yang
berhasil dalam perlindungan data digital.
Perspektif Baru dalam Studi Perlindungan Data Pribadi
Penelitian ini memperkenalkan metode yang berbeda dengan melakukan perbandingan
antara negara-negara. Pendekatannya tidak hanya pada aspek teknis atau normatif, tetapi juga
menggali efektivitas yang nyata. Penekanan pada bidang pendidikan digital menambah nilai
dalam literatur akademik. Kajian ini mengangkat isu risiko data dalam ekosistem teknologi
pendidikan yang berkembang pesat. Menggunakan pendekatan lintas sistem hukum memberikan
perspektif baru dalam penelitian ini. Indonesia jarang meneliti model-model dari luar Eropa,
seperti yang terlihat di Korea Selatan. Temuan ini menciptakan peluang untuk diskusi baru dalam
ranah hukum digital di Asia. Keterlibatan berbagai aktor, baik dari negara maupun non-negara,
juga diperhitungkan.
Sektor Edutech dan Tantangan Implementasi di Indonesia
Sektor teknologi pendidikan memerlukan perhatian khusus karena melibatkan informasi
anak. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas tantangan sebenarnya dalam
pelaksanaannya. Studi ini mengangkat analisis kasus untuk memberikan ilustrasi yang nyata.
Situasi di Indonesia mencerminkan kurangnya kesiapan dalam sektor ini. Kelemahan dalam
sistem pengawasan membuat data anak mudah disalahgunakan. Penelitian ini menawarkan
perspektif baru dalam diskusi mengenai perlindungan data. Pemfokusan pada pendidikan
membawa isu ini ke dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan perbandingan menekankan
kebutuhan untuk tindakan segera.
Peluang Model Asia Timur Sebagai Rujukan Alternatif
Sepanjang waktu, GDPR di Eropa telah menjadi acuan utama dalam studi hukum tentang
data. Penelitian ini mengangkat Korea Selatan sebagai pilihan yang relevan. Model dari Asia
Timur menunjukkan keberhasilan melalui pendekatan berbasis budaya. Sistem hukum yang fokus
pada kepastian dan efisiensi menjadi faktor penting. Hasil penelitian ini memperluas ruang
lingkup diskusi mengenai perlindungan data secara global. Negara-negara yang sedang
berkembang dapat menemukan inspirasi dari metode regional ini. Penyesuaian dengan budaya
lokal memberikan keunggulan pada model Korea Selatan. Karya ini membuka kesempatan untuk
penelitian perbandingan yang berorientasi Asia.
Kesenjangan Regulasi dan Realitas Implementasi di Indonesia
Indonesia berada di fase awal dalam mengembangkan sistem untuk melindungi
data.Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum memadai untuk menjaga data di bidang
edutech. Struktur lembaga lemah dan tidak terkoordinasi antara berbagai peraturan yang ada.
Pelaku di sektor edutech belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka. Perlindungan
hak digital anak-anak masih belum mendapatkan fokus utama dalam peraturan yang berlaku.
Pemerintah belum menampilkan komitmen yang kuat terhadap masalah ini. Pengetahuan
mengenai hukum belum tersebar merata di seluruh pihak terkait. Situasi ini menghalangi
penerapan regulasi menjadi praktik teknis yang efektif.
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Peran Kepemimpinan dan Budaya Hukum dalam Efektivitas Regulasi
Efektivitas perlindungan data sangat tergantung pada kepemimpinan di dalam institusi.
Korea Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan konsisten. Ini
bukan semata-mata tentang aturan, tetapi juga tentang keberanian untuk menanggapi pelanggaran.
Indonesia memerlukan reformasi digital yang berlandaskan integritas dan akuntabilitas. Budaya
kepatuhan terhadap hukum dalam sektor edutech masih belum tercipta. Para pelaku bisnis
memandang hukum sebagai suatu beban, alih-alih sebagai pedoman etis. Tingkat pemahaman
digital yang rendah memperburuk kesadaran akan hak-hak pengguna. Pendidikan mengenai
hukum dan digital adalah langkah awal untuk memperbaiki situasi ini.
Rekomendasi Strategis untuk Perlindungan Data di Sektor Pendidikan
Pemerintah harus segera merancang peraturan teknis yang berasal dari UU PDP. Institusi
pendidikan serta platform edutech harus diberikan panduan yang praktis. Program nasional harus
mencakup pelatihan di bidang hukum dan digital. Sistem pelaporan untuk insiden perlu bersifat
transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Audit yang dilakukan oleh pihak independen dan
sertifikasi keamanan harus diwajibkan. Kerja sama antara kementerian dan sektor swasta harus
diresmikan. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas UU PDP. Pendekatan
yang berlandaskan pada budaya lokal sangat penting untuk melindungi hak digital anak-anak.

KESIMPULAN

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara sistem
perlindungan data pribadi di sektor edutech antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam
aspek kelembagaan pengawas, kepatuhan platform, dan efektivitas penegakan hukum. Perbedaan
ini tidak hanya muncul dalam substansi regulasi, tetapi juga dalam kapasitas operasional dan
budaya hukum digital yang berkembang di masing-masing negara. Nilai lebih dari penelitian ini
terletak pada penggunaan pendekatan analisis kritis hukum yang dikombinasikan dengan studi
perbandingan dan studi kasus aktual. Pendekatan ini memberikan sumbangan konseptual baru
dalam mengkaji perlindungan data pribadi di sektor pendidikan digital, khususnya dalam konteks
negara berkembang yang sedang membangun kerangka regulasi. Penelitian ini juga mengadopsi
metode triangulasi yang memperkuat validitas temuan melalui data dokumen, wawancara, dan
observasi sistem keamanan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang
hanya mencakup aktor dan kebijakan nasional, tanpa menyertakan perspektif internasional dan
aktor global penyedia edutech. Arah penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan
model kebijakan perlindungan data berbasis budaya lokal dan hukum responsif, serta kajian
dampak perlindungan data terhadap kualitas pembelajaran digital dalam jangka panjang.
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